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ABSTRAK 
 
Tesis ini membahas tentang kebijakan pembangunan Graha Religi 
Manado sebagai bagian dari kebijakan agama guna mengedepankan toleransi 
dalam lingkungan plural. Penelitian ini sedikitnya memberikan sebuah 
penjelasan secara berurut tentang bagaimana konflik yang terjadi di atas tanah 
eks Kampung Texas Manado, sehingga rentetan kejadian dapat terurai 
menjadi sebuah sejarah yang jelas. Selain itu perlu juga diidentifikasikan 
tentang toleransi pada masyarakat yang heterogen di Manado guna melihat 
benang merah antara konflik yang terjadi dengan sejarah toleransi yang ada 
dengan pembagian dua masa waktu yaitu orde baru dan reformasi.  
Dengan perjalanan penelitian yang tidak berjalan lancar, karena tendensi 
konflik dan politik yang masih besar terhadap konflik di atas tanah eks 
Kampung Texas, hasil penelitian yang didapat menggambarkan bahwa 
manajemen agama yang terdapat di Manado belum sepenuhnya bekerja, 
karena terbukti dengan adanya konflik antar umat beragama di Manado atas 
permasalahan tanah eks Kampung Texas, Masjid Al-Khairiyah sampai pada 
Graha Religi Manado, yang sampai sekarang tidak menemui titik temu 
penyelesaiannya. Bahkan dari sekian banyak solusi yang ditawarkan guna 
penyelesaian tanah eks Kampung Texas, tetap saja konflik semakin terpicu 
dan rentan pecah diantara masyarakat yang menjadi pihak-pihak berkonflik. 
Oleh karena itu, toleransi yang diagung-agungkan selama ini di Manado 
ternyata tidak seperti itu adanya ketika kita melihat lebih kedalam lagi 
bagaimana kebijakan-kebijakan itu diterapkan dan dijalankan di Manado. 
Apalagi akhir-akhir ini isu-isu mengenai konflik agama di luar Manado cukup 
memberikan pengaruh yang buruk terhadap pandangan masyarakat Manado 
tentang toleransi karena tingginya tendensi kecurigaan mengenai agama lain 
yang punya kesempatan melakukan penindasan.  
 
Kata kunci: Graha Religi, Kebijakan, Manado, Manajemen Agama, Toleransi 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Manado adalah kota yang menarik untuk dilakukan penelitian karena 
kekacauan dengan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) yang 
terjadi sejak masa Orde Baru sampai Masa Reformasi telah mengacaukan 
kerukunan yang terjalin antar masyarakat suku maupun agama yang berada di 
Indonesia Timur, namun hal tersebut tidak terjadi di Manado. Oleh sebab itu 
pasca Reformasi, Manado semakin dikenal di belahan Indonesia lainnya 
karena menjadi salah satu kota yang memiliki indeks toleran yang sangat 
tinggi dengan siklus hidup rukun dan damai yang sudah membudaya.  
Ada beberapa catatan yang dapat diambil dari sebuah artikel yang ditulis 
oleh Samsu Rizal Panggabean1 yang berjudul ‘Dua Kota Dua Cerita: 
Mengapa Kekerasan Terjadi di Ambon tapi tidak di Manado?’ bahwa yang 
menjadikan Manado tidak terjadi kekerasan seperti layaknya di Ambon 
karena di Manado, pemerintah cepat dalam mengambil tindakan pencegahan 
dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang tujuannya agar situasi dan 
kondisi tetap terjalin dengan aman. Pemerintah juga tidak bekerja sendiri, 
melainkan melibatkan pihak aparat kepolisian, para tokoh agama dan 
masyarakat secara keseluruhan agar tidak mudah terpancing pada isu-isu 
                                                          
1 Samsu Rizal Panggabean, “Dua Kota Dua Cerita: Mengapa Kekerasan Terjadi di 
Ambon tapi tidak di Manado?,” Ihsan Ali-Fauzi (ed.), Ketika Agama Bawa Damai, Bukan 
Perang: Belajar dari “Imam dan Pastor” (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2017), 117-156. 
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mengenai agama yang dapat menjadikan kesalahpahaman dan berakhir 
dengan konflik kekerasan. 
Data terdahulu menyatakan bahwa Manado memiliki penduduk 
beragama Kristen terbanyak dibanding penduduk agama lain, sehingga 
Manado sering dikenal dengan sebutan kota berpenduduk mayoritas Kristen 
dan berpenduduk minoritas Islam. Saya sangat tidak sepakat atas sebutan 
Manado adalah agama minoritas Islam karena agama minoritas bukan hanya 
Islam saja, tetapi Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu juga adalah 
agama minoritas. Data jumlah umat beragama di Manado tahun 2017 
menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk Manado 856.416, Kristen 
menempati urutan pertama terbanyak dengan jumlah 413.148, diikuti Islam 
398.427, Katolik 39.730, Budha 3.327 dan Hindu 1.784.2 Dari data ini 
menunjukan bahwa sekarang jumlah penduduk Islam sudah mengalami 
perkembangan dengan hampir menyamai jumlah penduduk Kristen, sehingga 
Manado tidak lagi berpenduduk mayoritas Kristen dan ternyata Islam tidak 
lagi menjadi agama minoritas.  
Manado pada bulan November 2017 kemarin menempati peringkat 
pertama sebagai kota dengan tingkat toleransi pertama di Indonesia, yang 
dilaksanakan oleh SETARA Institute dengan tujuan agar jadi bahan 
pengingat, bahan evaluasi bagi pemerintah kota atau introspeksi dalam 
mengambil kebijakan yang mempromosikan toleransi. Penskoran dalam studi 
ini menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1-7. Pembobotan skor 
                                                          
2 https://sulut.kemenag.go.id/tablayanan.php diakses pada 7 April 2019. 
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dilakukan dengan kombinasi pengukuran melalui regulasi pemerintah kota, 
tindakan pemerintah, regulasi sosial, dan demografi agama yang dilakukan 
dalam rentan waktu November 2016 – November 2017.3 Hal ini terlihat 
wajar, mengingat Manado memang dari dulu terkenal dengan kerukunan 
umat beragama dan walau beberapa konflik kekerasan karena agama terjadi 
di sekitar kota ini contohnya di Ambon pada tahun 1998, kota Manado masih 
tetap bisa mempertahankan kedamaiannya. 
Menjadi kota yang kemudian dikenal karena memiliki tingkat toleransi 
yang tinggi dan nyaris tidak adanya konflik terjadi di Manado adalah sebuah 
pencapaian yang tidak mudah. Ada penerapan manajemen agama yang 
dilaksanakan disana sehingga menghasilkan kerukunan umat beragama yang 
baik dan natural. Konsep manajemen agama yang sangat lekat dengan negara 
liberal4, sebenarnya ketika disandingkan dengan negara Indonesia yang bukan 
negara liberal juga bukan fundamen tidak terlalu tepat, namun menurut saya 
konsep manajemen agama di Indonesia secara umum tertera pada pancasila. 
Dari konsep besar pancasila, kemudian hadirlah Kementerian Agama sebagai 
wadah besar untuk negara mengelolah agama di seluruh pelosok Indonesia.  
Teori manajemen agama yang dipaparkan Turner5 sangat tepat dilakukan 
pada suatu wilayah yang memiliki sifat keberagaman yang tinggi, sehingga 
dari keberagaman tersebut dapat dikelolah dengan baik dan dapat 
menghindari konflik komunal antar agama maupun suku. Seperti halnya 
                                                          
3 Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2017 (Jakarta: SETARA 
Institute & Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila, 2017) 
4 Bryan Turner, Religion and Modern Society Citizenship, Secularisation and the State 
(New York: Cambridge University Press, 2011), 175. 
5 Ibid., 
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Manado yang memiliki keberagaman agama bahkan suku yang begitu banyak 
dan dari daerah-daerah di Indonesia yang berpenduduk mayoritas Islam, 
Manado adalah salah satu kota yang penduduk Islam menempati posisi kedua 
terbanyak setelah agama Kristen, sehingga ada sirkulasi terbalik antara apa 
yang ada di Indonesia secara keseluruhan dan apa yang ada di Manado secara 
regional. Oleh sebab itu, manajemen agama yang dilaksanakan secara 
nasional belum tentu dapat dilaksanakan di Manado karena alasan yang 
tersebut.  
Otonomi daerah yang semakin menguat pasca runtuhnya Orde Baru juga 
patut dijadikan sebuah perhatian besar atas kejadian yang terjadi di daerah-
daerah Indonesia. Konsep otonomi daerah sudah ada sejak masa Orde Baru, 
namun tidak mengalami perkembangan pada masa Orde Baru karena 
kepemimpinan Orde Baru yang sangat otoriter. Nanti menjelang runtuhnya 
Orde Baru barulah isu-isu tentang otonomi daerah semakin menguat dengan 
konsep reformasi yang tinggi. Kemudian setelah reformasi terjadi, daerah-
daerah melakukan perombakan besar dan mencoba lepas dari otoritas pusat 
lalu mulai mengembangkan sayap secara bebas. Saat itu apa yang menjadi 
tema dari otonomi daerah tidak hanya sebatas pada satu bidang saja, tetapi di 
semua bidang sehingga dalam berbagai hal otonomi daerah menjadi suatu 
pengaruh besar terhadap perkembangan daerah di Indonesia.  
Sejak runtuhnya Orde Baru, aturan mengenai otonomi daerah yang 
tertera pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 menyatakan bahwa 
daerah memiliki kewenangan kecuali dalam lima bidang, yaitu bidang politik 
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luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, terakhir 
dalam bidang agama. Tentu saja bidang agama menjadi perhatian lebih disini 
karena setelah aturan ini keluar, masih ada daerah yang kemudian mengurusi 
bidang agama bahkan di daerah tertentu kebijakan tentang agama menjadi 
sebuah produk hukum tersendiri di daerah mereka, sehingga efek dari aturan 
otonomi daerah ini mengalami kelonggaran sejak memasuki masa reformasi.  
Kelonggaran dalam pembagian kewenangan pusat dan daerah atas bidang 
agama ditandai dengan hadirnya banyak daerah yang memiliki Peraturan 
Daerah (perda) berbasis syariah, seperti halnya yang terjadi di Aceh dan 
Lombok. Kehadiran perda syariah tersebut tentu tidak terlalu menjadi 
perhatian publik karena dibarengi dukungan besar masyarakat apalagi 
Indonesia yang berpenduduk mayoritas Islam. Berbeda halnya jika ada aturan 
yang mengatur tentang Islam terjadi di daerah yang berpenduduk non-Islam, 
tentu hal ini akan menjadi polemik dan konflik berkepanjangan. Oleh sebab 
itu, pengaturan agama di daerah yang lebih heterogen harus diatur dengan 
cara elastis dengan mengutamakan konsep keadilan, toleransi dan kerukunan, 
sehingga kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik tanpa ada respon 
penolakan dari masyarakat.  
Sejak sepuluh tahun belakangan ini di Manado terjadi sebuah ketegangan 
antara masyarakat agama dan suku yang berbeda, karena sebuah kebijakan 
pemerintah tentang pembangunan Graha Religi yang sebelumnya memiliki 
konsep Taman Wisata Religi, sama halnya dengan yang berada di Bukit 
Kasih Kanonang yaitu tempat wisata yang memiliki miniatur lima bangunan 
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rumah ibadah dari agama yang diakui di Indonesia. Pembangunan Graha 
Religi yang akan dibangun di tanah eks Kampung Texas ini memang menjadi 
polemik pasca penggusuran rumah warga yang tinggal di situ dan direlokasi 
ke daerah Mayondi pada tahun 1994 dan 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1 Papan Rencana Pembangunan Gedung Graha Religi di Tanah 
Eks Kampung Texas 
(sumber: koleksi pribadi) 
 
Setelah proses relokasi, pada tanggal 8 Juni 2015 dilaksanakan prosesi 
peletakan batu pertama oleh walikota Manado GS Vicky Lumentut, ketua 
DPRD Manado, perwakilan dari lima agama, tokoh masyarakat, LSM serta 
wartawan6. Namun, belum sampai satu bulan lamanya akhirnya proses 
pembangunan dihentikan oleh pemerintah kota Manado. Ini dilakukan 
sebagai respon terhadap perkembangan dan dinamika pembangunan Graha 
Religi. Menurut ketua BPC GMKI periode 2002-2004, langkah penghentian 
ini juga diambil untuk memberi kesempatan kepada pemerintah kota Manado 
                                                          
6 Lipsus, Pemkot Manado Resmi Lakukan Peletakkan Batu Pertama Graha Religi, 
dalam http://www.suluttoday.com/tag/masjid-al-khairiyah/  diakses tanggal 10 Juni 2017. 
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untuk melakukan pembahasan resmi bersama dengan DPRD tentang 
pembangunan Graha Religi tersebut7.  
Kalau dilihat dari permasalahan yang terjadi pada Graha Religi ini, tidak 
hanya disebabkan oleh faktor agama saja namun dan beberapa faktor yang 
lain yang turut menjadi pengaruh dalam perumusan kebijakan ini, diantaranya 
adalah faktor ekonomi, sosial dan politik. Faktor ekonomi sangat jelas terlihat 
karena letak Graha Religi ini yang berada di pusat perdagangan kota Manado, 
sehingga terjadi kontestasi dan perebutan lahan oleh para pelaku ekonomi 
atau investor asing maupun lokal.  
Faktor sosial tentu menjadi faktor penting untuk dilihat karena struktur 
masyarakat kota Manado yang selain memiliki agama mayoritas Kristen juga 
memiliki sebuah komunitas adat lokal yang terbentuk dari agama mayoritas 
tersebut. Dalam hal ini peran-peran dari kelompok agama mayoritas dan 
komunitas adat lokal tersebut menjadi sangat berpengaruh terhadap tatanan 
sosial maupun politik pemerintahan yang berada di kota Manado. Terakhir 
faktor politik, yang sangat terlihat pada tatanan pemerintahan kota Manado 
karena memiliki aktor-aktor pemerintahan yang tidak bisa dilepaskan 
pengaruh latar belakang agama dan komunitas adat yang mereka geluti juga.  
Pada tahun 2016 ada sebuah bangunan yang dibangun dengan konsep 
yang mirip dengan Graha Religi, yaitu the House of One yang berada di 
Berlin, Jerman. Satu bangunan yang nanti akan dibangun tiga rumah ibadah 
sekaligus, yaitu Gereja, Sinagog dan Masjid yang dirancang oleh ketiga 
                                                          
7 Anto, Desain Graha Religi dan Anggarannya akan dibahas Bersama DPRD Manado, 
dalam http://web9.manadoline.com/pemkot-manado-hentikan-pembangunan-di-lahan-eks-
kampung-texas/  diakses tanggal 10 Juni 201 7. 
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pemuka agama Kristen, Yahudi dan Islam. Ide dari pembuatan the House of 
One ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2009, namun pembangunannya 
dimulai sejak tahun 2010 dan sampai sekarang the House of One ini masih 
dalam proses pembangunan dan masih menerima sumbangan dari seluruh 
masyarakat dunia melalui akun website yang sudah dibuat khusus untuk 
segala informasi mengenai pembangunan gedung ini. 8 
Ada perbedaan antara Graha Religi Manado dan the House of One 
Berlin, yaitu kalau Graha Religi merupakan sebuah kebijakan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah daerah sedangkan the House of One adalah 
murni sebuah konsep pembangunan yang berasal dari para tokoh-tokoh 
agama yang berinisiatif untuk membangunnya. Secara umum konsep the 
House of One adalah sebuah rumah ibadah dalam satu gedung namun tetap 
pada privasinya masing-masing dan dibuatkan khusus juga sebuah ruangan 
nanti yang akan mempertemukan jamaah dari ketiganya ini, untuk dapat 
duduk berdialog antara satu dengan lainnya. Persamaan keduanya yaitu sama-
sama memiliki spirit toleransi. Namun, mengapa Graha Religi mendapat 
banyak respon penolakan, bahkan disertai konflik yang sejak sebelum 
kebijakan ini ada, sampai sekarang ini masih berlanjut dan belum selesai.  
Satu pelajaran yang dapat diambil dari perbedaan konsep antara the 
House of One dan Graha Religi adalah kesinambungan antara konteks 
masyarakat dengan kebijakan. Meminjam sebuah kalimat dalam kata 
pengantar dengan tema ‘Memperkuat riset, memperkuat kebijakan’ bahwa:  
                                                          
8 https://house-of-one.org/en diakses tanggal 7 April 2019. 
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kebijakan yang baik mesti mempertimbangkan bukan hanya konteks 
historis dan sosial-politik Indonesia, tapi juga pengetahuan mengenai 
isu-isu yang telah menjadi subyek pembahasan dalam dunia akademis di 
tingkat global.9  
 
Dengan melihat uraian di atas maka kita dapat mengambil sebuah 
keterikatan antara satu kejadian dengan kejadian lain yang terjadi dengan 
perbedaan waktu dan tempat. Walau begitu, satu hal yang perlu untuk dicatat 
bahwa toleransi yang dianjurkan tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak 
dikuatkan dengan kekuatan hukum, yaitu dengan kebijakan dan manajemen 
agama yang tepat. Karena toleransi hanya akan menjadi sebuah konsep saja, 
jika tidak benar-benar diterapkan pada masyarakat sekarang.  
Pada pembangunan Graha Religi Manado yang tujuan pembangunannya 
adalah toleransi, masih tetap mendapatkan protes dari beberapa pihak 
masyarakat. Dengan begitu, spirit toleransi yang direncanakan pada bangunan 
Graha Religi ini tidak bisa diterima oleh seluruh elemen masyarakat, seperti 
halnya yang terjadi pada the House of One Berlin. Hal tersebut terlihat dari 
maraknya aksi protes dari masyarakat yang tergabung dari aliansi adat lokal 
bahkan dari beberapa tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang 
memperlihatkan sikap kontra terhadap kebijakan ini. Dengan data dari 
SETARA Institute yang mengatakan bahwa Manado adalah kota paling 
toleran, bertolak belakang dengan apa yang terjadi menjadi salah satu alasan 
penelitian ini perlu untuk diteliti dan ditindaklanjuti dalam sebuah karya 
akademis yang terbebas tujuan politis dan kepentingan lainnya. 
                                                          
9 Ihsan Ali-Fauzi, Zainal Bagir & Irsyad Rafsadi, ‘Memperkuat Riset, Memperkuat 
Kebijakan: Pengantar Editor’, Ihsan Ali-Fauzi, Zainal Bagir, Irsyad Rafsadi (ed.), 
Kebebasan, Toleransi dan Terorisme Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia (Jakarta: 
Pusat Studi Agama dan Demokrasi Paramadina, 2017), 3.  
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B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana proses perumusan kebijakan rencana pembangunan Graha 
Religi Manado? 
2. Apa pengaruh manajemen agama terhadap toleransi di Manado? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Dari kedua poin rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 
adalah menguraikan secara jelas dan rinci mengenai bagaimana proses dari 
perumusan kebijakan rencana pembangunan Graha Religi Manado dengan 
tidak menyampingkan faktor-faktor lainnya yang mungkin saja memiliki 
peran yang berpengaruh terhadap bagaimana kebijakan ini dirumuskan.  
Selain itu menjadi penting untuk didiskusikan tentang adanya konsep 
manajemen agama terhadap adanya toleransi di Manado, kemudian 
manajemen agama tersebut akan memberikan peran yang baik terhadap 
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mencegah maupun 
meredam konflik komunal yang ada. 
 
D. Kajian Pustaka 
Seorang peneliti dari Balitang Makassar pernah melakukan penelitian 
mengenai konflik rumah ibadah di Manado10, salah satu konflik rumah ibadah 
tersebut adalah Masjid Al-Khairiyah yang berhubungan dengan Graha Religi 
pada tahun 2016 yang lalu, tetapi ketika peneliti mengkonfirmasi dan 
                                                          
10 Saprillah, Laporan Penelitian Konflik Rumah Ibadah di Manado (belum 
dipublikasikan), Balitbang Makassar, 2016.  
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mencoba meminta hasil penelitian tersebut, peneliti tidak mendapatkan 
respon. Selain dari hasil penelitian Saprillah, selama penelitian peneliti tidak 
menemukan tulisan lain yang membahas secara spesifik tentang Graha Religi 
yang sudah lebih dari sepuluh tahun lamanya menjadi gejolak panas di antara 
masyarakat kota Manado.  
Studi mengenai Manado hampir semuanya cenderung menulis tentang 
tema yang berhubungan dengan toleransi dan kerukunan. Studi-studi tersebut 
menghasilkan sebuah penelitian yang selalu mengatakan bahwa Manado 
adalah kota yang nyaris tidak pernah mengalami sebuah konflik antar agama, 
sehingga patut untuk dijadikan sebuah kota percontohan. Sangat jarang ada 
studi akademik yang mengangkat suatu tema konflik komunal di Manado, 
padahal bukan tidak adanya konflik yang terjadi, hanya saja konflik-konflik 
tersebut tidak pernah diekspos dan dijadikan pusat penelitian akademik.  
Dari segi konsep manajemen agama, Wulan Purnama Sari11 yang 
berjudul “Studi Pertukaran Sosial dan Peran Nilai Agama Dalam Menjaga 
Kerukunan Antar Kelompok Umat Beragama di Manado” cukup jelas 
menjabarkan mengenai salah satu konsep manajemen agama yang 
menurutnya terdapat pada pertukaran nilai sosial masyarakat dipandang dari 
sisi komunikasi masyarakat. Apa yang dijabarkan oleh Sari cukup 
mendukung konsep manajemen yang akan dibahas pada tesis ini, namun 
perbedaannya tesis ini tidak hanya membahas satu sisi manajemen agama saja 
seperti yang menjadi fokus pembahasannya. 
                                                          
11 Wulan Purnama Sari, “Studi Pertukaran Sosial dan Peran Nilai Agama dalam 
Menjaga Kerukunan Antar Kelompok Umat Beragama di Manado”, Profetik Jurnal 
Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta., Vol.11/No.01/ April 2018, 96-105. 
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Pada tulisannya Muhammad Rivai Abbas12 berusaha  melihat faktor elit 
dengan berbagai unsur-unsur pendukung di Manado sehingga bisa menjadi 
kota yang damai dan rukun jika dibandingkan dengan kota yang penuh 
konflik komunal yaitu Ambon. Manajemen agama yang berada pada elit 
politik juga adalah salah satu manajemen agama yang dibahas pada tesis ini, 
hanya saja Abbas terlalu fokus melihat bagian efek positif dari faktor tersebut 
tanpa menyebutkan ada efek negatif juga yang mungkin bisa saja ada dan 
dapat mengacaukan kerukunan yang ada.  
Tulisan ketiga dari Muh Irfan Syuhudi13 yang melihat kerukunan di 
Manado yang akhir-akhir ini mengalami sedikit goncangan dengan adanya 
konflik-konflik, salah satu konflik yang dibahas adalah konflik yang terjadi 
pada Graha Religi. Penulusurannya tentang tidak adanya sama sekali peran 
penyuluh agama karena peran tersebut masih dijalankan oleh para tokoh-
tokoh agama yang lebih berpengaruh. Kalau kedua tulisan sebelumnya 
membahas mengenai manajemen agama dari segi komunikasi masyarakat dan 
peran elit politik, Syuhudi lebih fokus tentang mempertanyakan mengapa 
penyuluh agama yang sebenarnya ditugaskan Kementerian Agama untuk 
bertugas sebagai penengah konflik, sama sekali tidak berfungsi di Manado.  
Dari ketiga tulisan di atas, yang membuatnya berbeda dengan apa yang 
akan dibahas pada tesis ini, yaitu kalau ketiganya melihat kerukunan dan 
                                                          
12 Muhammad Rivai Abbas, “Peace in the Midst of Violence: Analyzing the Role of 
Elites in Preserving Peace and Harmony in Manado”, Indonesian Journal of Islamic 
Literature and Muslim Society, IAIN Surakarta., Vol.1 No.1 (Januari-June 2016). 
13 Muh Irfan Syuhudi, “Penyuluh Agama dan Pengelolaan Kerukunan di Manado”, 
MIMIKRI Jurnal Agama dan Kebudayaan, Bidang Kehidupan Keagamaan: Balai Penelitian 
dan Pengembangan Agama Makassar., Vol.3 No. 1 (2017), 28-41. 
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toleransi yang ada di Manado dengan salah satu faktor atau manajemen saja. 
Sedangkan apa yang peneliti coba paparkan disini adalah manajemen agama 
mencakup segala macam unsur-unsurnya yang memiliki pengaruh terhadap 
toleransi dan kerukunan di Manado, dengan studi kasus pada Graha Religi 
Manado sebagai salah satu contoh konflik yang menghabiskan waktu begitu 
lama dan berkepanjangan, sampai tidak menemui titik penyelesaiannya. 
Konsep wisata religi yang mirip dengan Graha Religi juga ditemukan di 
Kabupaten Minahasa, bernama Bukit Kasih Kanonang. Olivia Walangitan14 
memaparkan tentang strategi pengembangan wisata religi yang berada di 
Bukit Kasih Kanonang sebagai wujud dari sebuah toleransi dan kerukunan 
umat beragama. Perbedaan manajemen yang dipaparkan Olivia dengan tesis 
ini yaitu Olivia lebih fokus pada pengembangan manajemen fasilitas objek 
wisatanya saja tanpa melihat aspek manajemen agamanya. Pada tesis ini tidak 
sama sekali membahas bagaimana strategi pengembangan wisatanya, tapi 
lebih pada aspek bagaimana manajemen agama bekerja guna mengelolah 
keragaman dan pendapat yang ada atas objek wisata religi kelima agama di 
Indonesia. 
Pada aspek keterkaitan antara toleransi dan kebijakan Nathanael Gratias 
Sumaktoyo15 memuat tiga topik diantaranya: toleransi secara spesifik, 
kemudian toleransi berdampak pada kebijakan atau sebaliknya, dan 
                                                          
14 Olivia Walangitan, “Strategi Pengembangan Potensi Wisata Religius Bukit Kasih 
Toar Lumimuut Kanonang Kabupaten Minahasa”, Jurnal Administrasi Publik, Universitas 
Sam Ratulangi Manado., Jilid.1, No.28 (Maret, 2013), 45-50. 
15 Nathanael Gratias Sumaktoyo, “Penelitian Empiris Mengenai Toleransi di Indonesia: 
Menuju Praktik Terbaik”, Ihsan Ali-Fauzi, Zainal Bagir, Irsyad Rafsadi (ed.), Kebebasan, 
Toleransi dan Terorisme Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia (Jakarta: Pusat Studi 
Agama dan Demokrasi Paramadina, 2017), 159-192. 
14 
 
pendekatan yang berorientasi pada sebuah kebijakan guna memajukan 
penelitian toleransi di Indonesia. Salah satu hal yang tidak disebutkan pada 
penelitian ini adalah disini tidak dijabarkan  mengenai cara kerja manajemen 
agama yang menjadi penting untuk dilihat sebagaimana efektifnya penelitian 
mengenai toleransi. Kebijakan yang dimaksud Sumaktoyo adalah kebijakan 
agama yang cakupannya lebih luas dan berbeda dengan apa yang menjadi 
konsep manajemen agama yang akan dipaparkan pada tesis ini, hal ini yang 
membuat penelitian Sumaktoyo berbeda dengan penelitian pada tesis ini. 
  
E. Kerangka Teoretis 
Studi tentang kebijakan yang berhubungan dengan agama dibahas oleh 
Bryan Turner16 yang menyatakan bahwa konsep manajemen agama 
sebenarnya dimulai dari sebuah kenyataan bahwa adanya masyarakat yang 
multikultur, multiagama, bahkan multiras. Dari kenyataan itu kemudian 
perlunya goverment regulation karena keragaman tersebut dipandang sebagai 
sebuah masalah sosial dan politik di suatu negara berdaulat. Dengan lahirnya 
konsep manajemen agama diharapkan dapat menjaga stabilitas dalam semua 
aspek. Apalagi menurut Turner bahwa semua masyarakat yang multikultur 
pada dasarnya adalah masyarakat yang multi agama juga, karena banyaknya 
budaya juga berbanding lurus dengan banyaknya agama, sehingga setiap 
kebijakan yang berkaitan dengan multikulturalisme secara otomatis juga 
adalah kebijakan tentang agama.  
                                                          
16 Bryan Turner, Religion and Modern Society., 175-193. 
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Turner kemudian juga menjabarkan manajemen agama yang konsepnya 
sampai pada bagaimana mengontrol kebebasan beragama dan penggunaan 
strategi pengelolaan agama tersebut pada suatu kepemimpinan otoriter yang 
dapat dikomersilkan sebagai suatu objek atau situs wisata religi, seperti yang 
sudah terjadi pada Cina yang menjadikan situs-situs keagamaan mereka 
menjadi sebuah objek wisata yang bisa dinikmati oleh banyak orang dan 
berkontribusi secara finansial bagi negara.17 
Haryatmoko18 juga menguraikan adanya pemahaman peran agama yang 
bisa menjelaskan kaitan agama dan kekerasan salah satunya adalah faktor 
identitas. Pada permasalahan pertentangan masyarakat Islam dan non-Islam 
tentang kebijakan pembangunan Graha Religi Manado ini, peneliti lebih 
melihat kaitannya dengan kategori yang kedua, yaitu faktor identitas. Agama 
dalam perannya sebagai faktor identitas dapat didefinisikan sebagai 
kepemilikan pada kelompok sosial tertentu. Kepemilikan ini memberi 
stabilitas sosial, status, pandangan hidup, cara berpikir dan etos tertentu. 
Identitas agama ini tidak bisa dilepaskan dari masalah harga diri, martabat 
dan kebanggaan. Oleh karena itu, mempertahankan bangunan Masjid Al-
Khairiyah yang sudah puluhan tahun berdiri dan digunakan masyarakat Islam 
adalah sebuah perjuangan mempertahankan martabat sebagai identitas agama 
mereka. Ada dua hal yang dihayati dalam konteks ini, yaitu pertama, sebagai 
faktor perekat sosial dan kedua, agama sebagai struktur simbolis dari ingatan 
kolektif pemeluknya. Apalagi yang dihadapi pada permasalahan ini adalah 
                                                          
17 Ibid., 179. 
18 Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan (Jakarta: Kompas, 2014), 72. 
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masjid, yang adalah sebuah simbol dari sebuah peradaban Islam juga adalah 
sebagai pusat ritual ibadah umat Islam.   
Dari banyaknya fenomena keberagaman dan konflik komunal yang 
terjadi karena pengelolaan mengenai multikuturalisme yang kurang baik, 
maka teori yang dipaparkan Turner dan Haryatmoko kemudian perlu ditinjau 
kembali. Walaupun pada pembahasan Turner hal serupa terjadi pada negara-
negara liberal dan memiliki tingkat otoritas yang kuat, sedangkan di 
Indonesia tidak sebegitu adanya. Dengan hadirnya otonomi daerah yang 
memiliki keleluasan terhadap daerah dalam mengambil sebuah kebijakan atas 
wilayahnya, tentu konsep Turner dapat disesuaikan dengan situasi yang ada, 
apalagi di kota yang heterogen seperti Manado.  
Berangkat dari sebuah identitas masyarakat agama dan suku yang 
beragam, Swazey19 mengatakan bahwa Manado adalah City of Brotherly Love 
adalah kota yang dari dulu terkenal dengan kehebatannya menjaga toleransi 
dan kerukunan dengan pola-pola pengelolaan agama yang baik sehingga 
ragamnya agama dan suku menjadi sebuah tabir yang tidak menjadi masalah 
krusial lagi seperti yang terjadi di daerah lainnya di Indonesia Timur.  
 
 
 
 
 
                                                          
19 Kelly A. Swazey, “From The City of Brotherly Love: Observation on Christian – 
Muslim Relation in North Sulawesi,” Journal of Asian Studies, Vol.7 No.2 (Spring, 2007), 
47-51. 
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F. Metode Penelitian 
Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan insider perspektif20yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 
melihat dari dalam permasalahan, karena memang peneliti adalah salah satu 
orang yang terlibat dalam perkembangan kebijakan mengenai Graha Religi  
juga dari semenjak konsep ini dicetuskan pertama kali oleh Walikota Manado 
pada saat itu. Namun, penelitian lapangan tetap dilaksanakan guna 
mendapatkan data identik dan langsung kepada tokoh-tokoh yang 
bersangkutan dilakukan peneliti semenjak bulan Februari 2018 sampai bulan 
Agustus 2018.  
Data yang didapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pertama wawancara 
yang dilakukan dengan para tokoh-tokoh yang terkait dengan Graha Religi 
dan Masjid Al-Khairiyah yang tidak dapat dilepaskan pengaruhnya terhadap 
adanya Graha Religi, juga atas dasar alasan dengan adanya Masjid Al-
Khairiyah akhirnya mendorong konsep Graha Religi bisa ada. Dalam proses 
wawancara banyak sekali kendala yang dihadapi, salah satunya adalah tidak 
bersedianya subjek penelitian ini direkam pembicaraannya oleh sebab itu 
proses wawancara berlangsung tanpa ada bukti rekaman. Kendala kedua 
adalah subjek penelitian tidak bersedia diwawancarai. Dari daftar subjek 
penelitian yang sudah disusun oleh peneliti saat sebelum melakukan 
penelitian lapangan, hanya beberapa saja yang berhasil ditemui dan mau 
diminta kesediaannya untuk diwawancarai atau untuk berbagi data yang 
                                                          
20 David Marsh & Gerry Stoker, Teori dan Metode dalam Ilmu Politik (Bandung: Nusa 
Media, 2010), 163. 
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mereka miliki. Peneliti sadar bahwa apa yang menjadi pilihan dari subjek 
penelitian ini untuk tidak bersedia diwawancarai karena tema masalah yang 
menjadi topik wawancara masih pada tahap konflik yang tidak kunjung 
selesai atau dapat dikatakan bahwa masalah ini masih berlangsung dan tidak 
menemui kata kesepakatan bersama. Begitu juga halnya dengan ketua panitia 
pembangunan masjid Al-Khairiyah Djafar Alkatiri yang tidak berhasil 
ditemui dan dimintakan wawancara karena kesibukan beliau yang selain 
sebagai ketua umum DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi 
Utara, juga sebagai calon legislatif DPD RI dapil Sulawesi Utara periode 
2019-2024. 
Pemerintah kota Manado sebagai subjek utama penelitian ini juga susah 
untuk dimintakan datanya dan karena prosedur mewawancarai walikota yang 
panjang hingga akhirnya dilemparkan ke bagian Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik (Kesbangpol). Pada saat peneliti masuk ke beberapa instansi dalam 
ruang lingkup pemerintah kota, yaitu bagian Hukum dan Perundang- 
undangan, Badan Kesbangpol, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 
(Bappeda), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tidak ada data 
tertulis yang didapat, begitupun hanya pihak Badan Kesbangpol dan Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersedia diwawancarai. 
Kedua, data yang saya dapat melalui Observasi lapangan pasca tiga tahun 
prosesi peletakan batu pertama pembangunan Graha Religi. Observasi yang 
saya lakukan juga tidak berjalan dengan lancar karena masih tingginya 
tendensi terhadap pihak-pihak lain yang mencoba mengambil keuntungan 
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dari konflik yang ada, sehingga ketika peneliti turun observasi lapangan 
dicurigai memiliki kepentingan politik tertentu terhadap salah satu pihak, 
apalagi peneliti juga adalah orang yang dulu pernah terlibat dalam jalannya 
diskusi mengenai kebijakan Graha Religi dan keberlangsungan bangunan 
Masjid Al-Khairiyah.  
Ketiga, dokumentasi yang didapat peneliti sebagian besar adalah koleksi 
pribadi dan dari teman-teman yang sempat menyimpan dokumentasi pada 
saat berlangsungnya konflik, juga dari beberapa berita online. 
 
G. Sistematika Pembahasan 
Agar penelitian ini lebih sistematis dan fokus ke sasaran yang menjadi 
tujuan peneliti, maka peneliti menyajikan sistematis pembahasan atau outline 
tesis sebagai bentuk gambaran umum penulisan tesis ini kelak nanti. Adapun 
sistematika pembahasan yang dimaksud adalah:  
Bab I adalah pendahuluan, yang berisi tentang; latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode 
penelitian dan sistematika pembahasan. Secara garis besar pada bagian ini 
menguraikan pengantar atas apa yang ada pada penelitian ini. 
Bab II menguraikan tentang rentetan sejarah masyarakat kota Manado 
yang terbiasa hidup dengan prinsip toleransi, baik itu masyarakat yang 
memiliki latar belakang suku maupun agama yang berbeda. Dengan adanya 
kebiasan hidup toleransi tersebut akhirnya pluralisme terjalin dengan baik dan 
dapat menangkal segala gerakan radikalisme yang menyerang dari luar 
20 
 
daerah. Dari segi pembagian waktunya juga disini peneliti kemudian 
membaginya menjadi dua bagian besar yaitu pada masa Orde Baru dan Masa 
Refomasi. Menjadi penting untuk dilihat perbedaan keduanya agar dapat 
melihat big picture atau gambaran besar atas apa yang terjadi di Indonesia 
secara besarnya dan lebih khususnya pada skala yang lebih kecil yaitu di 
Manado. 
Bab III sebagai pengantarnya akan diantar oleh beberapa teori tentang 
otonomi daerah yang juga memiliki faktor terhadap kebijakan apa saja yang 
dikeluarkan oleh daerah pasca runtuhnya Orde Baru dan mmemasuki Masa 
Reformasi. Selanjutnya juga lebih fokus pada kebijakan pembangunan Graha 
Religi Manado, mulai dari perumusannya disertai dengan faktor-faktor apa 
saja yang mempengaruhi perumusan tersebut, sampai pada pembahasan 
bagaimana kebijakan tersebut tidak sampai pada proses penerapan, dan 
evaluasi kebijakan.  
Bab IV adalah bagian yang membahas mengenai negosiasi kepentingan 
yang terjadi pada kebijakan pembangunan Graha Religi ini. Negosiasi 
tersebut termaktub mulai dari bagaimana perdebatan yang terjadi antara elit 
politik dan tokoh-tokoh yang terkait didalamnya, juga mengenai aspek 
toleransi pada kebijakan ini serta penyebab tidak tersampainya spirit toleransi 
dalam kebijakan ini seperti yang sudah direncanakan dari awal sebagai tujuan 
dari kebijakan ini.  
Bab V adalah penutup yang tentunya berisi kesimpulan dan saran dari 
peneliti sebagai bentuk partisipasi peneliti dalam tulisan tesis ini.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dilatarbelakangi oleh sejarah toleransi masyarakat kota Manado yang 
panjang tentunya dapat terlihat secara jelas bahwa perkembangan toleransi 
masyarakat Manado mengalami sedikit pergeseran pasca runtuhnya Orde 
Baru. Tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah politik Indonesia banyak 
mempengaruhi struktur kehidupan masyarakat Indonesia, terutama Indonesia 
Timur dan tak ketinggalan pula efeknya sampai di Manado.  
Pendominasian suku Minahasa dan agama Kristen Protestan di Manado 
tidak lantas membuat toleransi yang ada mengalami gesekan, walaupun 
situasi seperti ini sebenarnya rentan akan adanya konflik. Namun, budaya 
toleransi yang sudah terjalin lama membuat Manado dapat mencegah 
sekaligus meredam masuknya konflik SARA yang menghantam beberapa 
kota di sekitar Manado, yaitu Poso, Ambon dan Ternate.  
Reformasi tidak hanya semata membahas bagaimana rezim berganti, tapi 
efeknya sampai pada semakin menguatnya otonomi daerah dengan adanya 
kebijakan mengenai otonomi daerah yang tertuang dalam aturan mengenai 
pemerintah daerah. Hal ini memiliki efek sampai pada kebijakan-kebijakan 
yang dilaksanakan di tingkat daerah, salah satunya kebijakan agama yang 
dulunya tidak ada celah untuk diputuskan pemerintah daerah, tapi di Masa 
Reformasi semakin longgarnya ketegasan pembagian aturan pusat dan daerah, 
dengan menguatnya aturan otonomi daerah ini.  
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Kebijakan rencana pembangunan Graha Religi merupakan salah satu 
produk kebijakan yang berada di masa pasca Reformasi, dimana toleransi 
sedang dilanda kegemparan dan konflik komunal dimana-mana. Ditandai juga 
dengan menguatnya otonomi daerah sehingga pemerintah daerah bisa 
mengambil kendali sepenuhnya terhadap keputusan dan kebijakan di 
daerahnya, walaupun itu adalah suatu kebijakan tentang hal krusial yang 
sudah dibagi menjadi suatu keputusan yang hanya dapat diputuskan oleh 
pemerintah pusat. Namun, konflik ini tetap berlangsung begitu lamanya 
sampai sudah berganti kepemimpinan presiden Indonesia sebanyak empat 
kali, tidak ada tindakan signifikan dari pemerintah pusat atas konflik yang 
berkepanjangan ini.  
Salah satu hal yang tidak bisa diselesaikan pada kebijakan ini adalah 
tahap implementasi kebijakan yang tidak terimplementasikan sesuai dengan 
rencana yang sudah direncanakan, padahal semenjak peletakan batu pertama 
ini sudah memasuki tahun keempat dan implementasi dari kebijakan ini 
belum mengalami kemajuan. Dari sini peneliti melihat ada beberapa faktor 
yang mempengaruhi adanya kebijakan Graha Religi ini, diantaranya ada 
faktor ekonomi karena letak dari tanah Graha Religi ini yang berada di lokasi 
strategis pusat aktifitas ekonomi Manado. Kemudian ada faktor sosial 
masyarakat yang didominasi oleh suku Minahasa dan agama Kristen sehingga 
ada pendominasian suara dan pengaruh terhadap kebijakan yang diambil. 
Faktor ketiga yaitu politik yang juga menjadi perdebatan panjang di tingkat 
pemerintah tentang adanya bangunan masjid yang ada di tanah eks Kampung 
Texas dan akhirnya dibuatkannya konsep Graha Religi.  
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Perdebatan-perdebatan yang terjadi tidak dapat dihindari karena semua 
perdebatan tersebut berkembang seiring dengan dinamika yang ada saat itu. 
Dari perdebatan yang terjadi tersebut konflik semakin hari semakin besar dan 
semakin tidak bisa terkendalikan apalagi terselesaikan, karena tidak 
ditemukannya titik temu antara pihak-pihak yang bersiteru. Padahal semua 
alternatif solusi sudah pernah ditawarkankan tetapi tetap saja tidak ada 
penyelesaiannya.  
Konsep manajemen agama di Manado yang sedemikian banyak juga 
akhirnya tidak dapat mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang masuk 
dalam konflik Graha Religi ini. Sehingga kemudian kebijakan pemerintah 
kota Manado terhadap Graha Religi ini menjadi aneh kalau dibandingkan 
dengan sejarah toleransi masyarakat Manado yang begitu panjang dan 
harmonis. Masyarakatnya yang hidup rukun selama ini dan dibarengi dengan 
adanya manajemen agama yang cukup baik tapi tidak bisa mengatasi satu 
kebijakan agama yang dikeluarkan oleh pemerintah.  
Ini sebuah kritik atas pola penerapan dan pemanfaatan atas manajemen 
agama yang berada di Manado. Apalagi dengan potensi manajemen agama 
yang dimiliki Manado, sangat disayangkan kalau tidak benar-benar 
dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat Manado. 
Akhirnya potensi manajemen agama yang ada hanya menjadi barang 
pajangan saja untuk diperlihatkan kepada masyarakat dari luar Manado 
bahwa kerukunan dan toleransi menjadi harga mati, tapi ternyata yang 
dijalankan di Manado tidak semaksimal itu.  
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Seiring berjalannya waktu, manajemen agama di Manado menjadi sarat 
akan konflik karena berbagai kepentingan yang ikut menyertainya. 
Kekacauan yang terjadi diorganisir oleh sebagian pihak yang memanfaatkan 
situasi demi kepentingannya, sehingga toleransi yang dibina selama ini 
menjadi hilang dalam seketika. Pola-pola manajemen agama yang ada juga 
terlihat kurang bekerja karena kebijakan yang dikeluarkan oleh stake holder 
masih sarat akan kepentingan juga.  
Kebijakan Graha Religi hanyalah salah satu dari sebagian banyak kasus 
yang dapat mengancam toleransi dan kerukunan umat beragama di Manado. 
Kalau saja manajemen agama yang sudah ada dimanfaatkan dan 
dimaksimalkan penggunaannya, pasti konflik-konflik komunal seperti ini 
dapat dihindari bahkan terselesaikan dengan baik tanpa menghabiskan waktu 
untuk berdebat hingga situasi menjadi kurang kondusif dan bersitegang antara 
satu pihak dengan pihak-pihak lainnya.  
Dari kasus konflik Graha Religi, terlihat kalau hasil penelitian SETARA 
Institute tentang Manado adalah kota paling toleran di Indonesia, 
terbantahkan. Salah satu penilaian dari penelitian SETARA Institute adalah 
dari segi kebijakan pemerintah, sehingga ini semakin menguatkan peneliti 
bahwa apa yang dilihat orang dari luar daerah ke Manado selalu tentang 
toleransinya. Menurut peneliti, sebab yang menjadi nilai jual Manado adalah 
pada tema-tema toleransi dan kerukunan. Sehingga masyarakatnya selalu 
dilihat sebagai masyarakat yang ‘harus’ selalu toleran dan selalu rukun antar 
satu dengan lainnya, walau itu bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh 
masyarakat itu sendiri.  
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Seperti halnya, seseorang yang menjadi penganut agama tertentu karena 
faktor turunan dari orang tua, sehingga agamanya menjadi agama ‘turunan’. 
Seperti itulah toleransi yang ada di Manado, yaitu toleransi ‘turunan’. 
Masyarakatnya menerima toleransi karena sudah terbiasa dijalankan oleh 
orang tuanya dan kakek-neneknya, bukan toleransi yang diterima atas dasar 
kesadaran akan pentingnya toleransi. Oleh sebab itu, dengan pluralitas yang 
ada menjadi rentan akan konflik karena hanya didukung oleh toleransi 
‘turunan’ tersebut.  
 
B. Saran 
Sebagai bagian dari masyarakat Manado, tentu saya mengharapkan 
adanya kelanjutan dari pembangunan Graha Religi sebagai simbol dari 
kerukunan umat beragama di Manado, sehingga polemik yang 
berkepanjangan dapat terselesaikan secara damai. Begitu halnya sebagai umat 
Islam Manado, saya mengharapkan juga bangunan Masjid Al-Khairiyah tetap 
bisa dipertahankan sebagaimana kemauan mayoritas umat Islam di kota 
Manado.  
Saya merasa penelitian pada tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, 
sehingga saya menginginkan ada penelitian lanjutan mengenai kebijakan 
agama di Manado yang diterapkan melalui manajemen agama yang baik serta 
menghasilkan toleransi yang membudaya. Terlebih khusus penelitian lanjutan 
mengenai kasus Graha Religi, karena saya adalah orang pertama yang 
memberanikan diri membahas tentang Graha Religi secara akademik, yang 
sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian dari Balitbang Makassar oleh 
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saudara Saprillah, tapi penelitian yang dilaksanakan sejak 2016 tersebut 
belum terpublikasikan.  
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Syariah STAIN Manado 
2010 – 2011 :Sekertaris Umum BEM-Jurusan Syariah STAIN Manado 
2010 – 2012 :Ketua I Bidang Kaderisasi PMII Komisariat STAIN 
Manado 
2010 – 2012 :Ketua Cabang IPPNU Kota Manado 
2011 – 2012 :Sekertaris Jendral MPM (Majelis Permusyawaratan 
Mahasiswa) STAIN Manado 
2010 – 2013 :Sekertaris FMLA (Forum Mahasiswa Lintas Agama) 
STAIN Manado/UKIT/STF-SP 
2012 – 2013 :Wakil Presiden Mahasiswa BEM STAIN Manado  
2012 - 2015 :Ketua I Bidang Kaderisasi Wilayah IPPNU Sulawesi 
Utara 
2012 – 2015 :Anggota Departemen Pengembangan Komisariat 
Perguruan Tinggi, Pimpinan Pusat IPPNU. 
2015 – Sekarang : Anggota IKA PMII Sulawesi Utara 
 
Publikasi:  
- Jurnal Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul: Pluralisme 
Agama sebagai Modal Bonus Demografi di Timur Indonesia: Studi 
Kegiatan Tahunan Pertukaran Mahasiswa Lintas Agama Sulawesi Utara. 
- Prosiding Kongres Maritim II Universitas Gadjah Mada 2017 berjudul: 
Relevansi Kebijakan Kemaritiman dan Aset Maritim bagi Pengembangan 
Ekonomi Daerah Berbasis Maritim di Kota Bitung Sulawesi Utara. 
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